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Berdasarkan pada pembahasan yang telah disebutkan pada 
bab II dan bab III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. 	 Bahwa pada dasarnya seorang pasien dapat mengajukan 
tuntutan ganti rugi dengan mengajukan bukti-bukti yang kuat. 
Adapun bukti-bukti yang memiliki hubungan erat dengan 
tindakan malpraktek dalam lingkup perumahsakitan adalah 
informed consent dan medical record. 
b. 	 Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien dapat 
didasarkan pada ~ ciaJ mediJ1lEii;}e daed.. Pihak­
pihak yang dapat dikenakan gugatan ganti rugi atau yang 
wajib bertanggung gugat atas terjadinya malpraktek medis 
yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril 








a. 	 Sehubungan dengan masalah standar profesi yang ada 
sekarang ini. sebaiknya pemerintah segera membentuk 
standar profesi dalam bentuk peraturan pemerintah 
sebagaimana yang tercantum dalam UU Kesehatan 
Sedangkan mengenai rekam medis yang dibuat oleh pihak 
rumah sakit. sebaiknya keterangan yang ada dalam rekam 
medis lebih diperlengkap sehingga pihak pasien merasa 
lebih jelas atas tindakan medis yang tetah dilakukan 
padanya. 
b. 	 Untuk lebih melindungi hak-hak pasien dan hak-hak dokter 
atau rumah sakit, sebaiknya segera dibentuk suatu 
peraturan yang mengatur tentang malpraktek medis. Dimana 
dalam UU Kesehatan hanya menyebutkan tetapi tirlak 
mengatur lebih lanjut. 
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